BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah dilaksanakan dengan menekankan pentingnya
kesatuan dan keadilan dalam pengelolaan data
berlandaskan sila dalam Pancasila;

bahwa dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia,
perlu membuat rencana program dan kegiatan yang
dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah dengan mengedepankan keterbukaan
dan partisipasi masyarakat sehingga dapat
meningkatkan  kepercayaan = masyarakat terhadap
Pemerintah Daerah;

bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia, menyatakan Penyelenggara Satu Data
Tingkat Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Satu data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA
INDONESIA TINGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau
lembag pemerintah non kementerian yang mengurus
urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada
daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka
dekonsentrasi.

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata
Kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi
dan Data Induk.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah
komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau
Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data
Indonesia.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

adalah kepala badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah
kabupaten.

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi
Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh
Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

BAB II
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
Pasal 2

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia
dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia

Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun
2026 dapat mencakup:

a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data
Indonesia;

kegiatan terkait pengumpulan Data;

kegiatan terkait pemeriksaan Data;

kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Moo

Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun
2026 diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu
Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun
2026 disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia mengoordinasikan
penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah untuk disampaikan Bupati.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia
dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 3

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun
2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a.
b.

C.

bab I : pendahuluan;

bab II : penyelenggara Satu Data Indonesia; dan

bab III : Rencana Aksi Satu Data Tingkat Daerah.
Pasal 4

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan



dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari
2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



